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PUTUSAN
Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Wng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 3312027007960001, tempat tanggal lahir Wonogiri 30 Juli
1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XXxXxXxxX XXxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXX XX
XXX XX XXX Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXxXX, dengan domisili elektronik pada alamat

email rizalalsano96 @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312020906940001, tempat tanggal lahir Wonogiri 09 Juni
1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Xxxxxxxx XXxxxx, tempat kediaman di XXXXXXX XX XXX
XX xxx Desa Xxxxxxxxx Kecamatan XXxxXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada
hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Giritonro, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0074/011/VI1l/2015, tertanggal 23 Juli 2015, saat menikah
Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Ngringin, RT 001/ RW 001,
Desa Ngargohajo, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX selama
kurang lebih 9 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di
karuniai 1 anak yang bernama :
- Muhammad Rizal Alsano, Laki-laki, Bantul, 15 Mei 2019, usia 5
tahun, bersekolah di Taman Kanak-kanak, sekarang dalam asuhan
Penggugat;
3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin
kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah
anak kepada anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2
tahun;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan dan meninggalkan
Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih 2
tahun;
4. Bahwa puncaknya terjadi juga pada bulan Januari 2022, pada saat itu
Tergugat izin kepada Penggugat untuk merantau ke Jogja tetapi sejak saat
itu Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah orang tua Penggugat dan
sekarang Tergugat bertempat tinggal di Mantang, RT 001/ RW 007, Desa
XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan,biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak
sejumlah Rp.1.000.000,- ( satu juta ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak
tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan
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dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5
(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat

sekarang mempunyai keinginan untuk mencerai Tergugat dan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa
disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah
warohmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan

cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa

perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT (ALM))

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas

sejumlah Rp.1.000.000,- ( satu juta ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak
tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan

10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

kesehatan;
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4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 07 November 2024 dan
Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 November 2024 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam
persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK

331202700796001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil XXXXXXXXX

XXXXXXXX tertanggal 25-11-2015, yang telah dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/011/V11/2015, yang

dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi

XXXX XXXXXX tertanggal 23 Juli 2015, yang telah dinazegelen dan telah

dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi
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1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XXXXXXXXXXXxxXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX XX XXX XX XXX
Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi sebagai orang tua Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang menikah sekitar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Januari tahun 2022 antara
Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai
sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;
2.  SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan XXXXXXXXXXXXxX, bertempat tinggal di XXXXXXXX XX XXX XX XXX
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Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXxXxXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2
(dua) tahun Ilamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara Aquo termasuk dalam bidang perkawinan
dan Penggugat adalah warga penduduk Wonogiri, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7
Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor :
3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama
Wonogiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan
Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak
sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan berupa
fotokopi Kutipan akta Nikah Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal
165 HIR, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya
bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh
karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki
hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-
masing Penggugat dan Tergugat memiliki persona standi in judicio untuk
bertindak sebagai pihak dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis
Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati
Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan
Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 1406/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 07 November 2024 dan Nomor
1406/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 15 November 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan
yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan
sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah
tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang
hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri
telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di
dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang
dimurkai Allah dan Undang—-Undang Perkawinan mempunyai prinsip
mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi
bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari
kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah
mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara
ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama
Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai ketentuan saksi yang termuat dalam ketentuan pasal 76 ayat (2)
Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 ayat (1) jo. 147 HIR serta
Pasal 170 s/d 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat,
dalamketerangannya di persidangan membuktikan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat dan sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 23 Juli 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Xxxx XXXXxX;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang
disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022, antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Wonogiri sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu
keduanya tidak pernah rukun kembali
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu
keduanya tidak pernah kumpul kembali, yang disebabkan karena masalah
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maka majelis hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk
hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah,
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya
mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan
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tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka
perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih
banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan
talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam;

1. Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248 yang berbunyi sebagai
berikut:

zoill Wlclsl amg il i ciolall sad Walgcs exis Islg
loglliol ou sl ples ame Bloy Ylao slidl olSs

asl, ai Lo lga Lo Logis )oYl 5 nio W)l sz
Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami istri  tidak dapat lagi diteruskan karena
perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak
ba'in kepada istrinya";
2. kitab al-Muhadzab Juz I, halaman 81 yang berbunyi:
wiolall ade §llo lg=z9 5 a2 gl @t pac il 3]s

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga
rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk
dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
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1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki
dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam
suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk
menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka
perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis
Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada
Penggugat;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19
Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua
Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.l., M.H. Mamfaluthy, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.
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Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama: Rp. 20.000,00

C. Redaksi : Rp. 10.000,00

d. Pemberitahuan Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 48.000,00
4. Biaya Pemberitahuan : Rp. 24.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah . Rp. 227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
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